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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2020 – 2024 

merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Sampit yang memuat visi, 

misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, Program dan kegiatan Pengadilan Negeri 

Sampit, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada 

tahun 2020 – 2024. 

 

Dalam penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Sampit mengadu pada 

pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020 - 2014. Secara substansi Renstra 

Pengadilan Negeri Sampit 2020 - 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) tahap IV periode 2020 - 2024, serta mengacu pada rencana 

dan kebijakan Mahkamah Agung. 

 

Akhir kata, Renstra 2020 – 2024  ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan 

keputusan dalam pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan 

Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dapat mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Sampit. 

Sampit, 02Januari 2020 

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT 

 

H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. 

NIP. 19711101 199303 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 KONDISI UMUM 
 

Dalam penyusunan Rencana Strategi (Rentra) Pengadilan Negeri Sampit 

Tahun 2020 – 2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

Renstra tersebut  merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020 - 

2024) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program 

dan kegiatan Pengadilan Negeri Sampit dalam rangka melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Sampit mengacu pada Renstra 

Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

2020 – 2024. 

 

Tugas pokok dan fungsi peradilan mejadi tanggung jawab seluruh 

organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya 

peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah mereviu 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2017 tersebut, sasaran 

strategis kinerja utama yang dicapai Pengadilan Negeri Sampit antara lain : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyrakat Miskin dan 

Terpinggirkan; 

4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. 

 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2020 – 2024 ini 

menggunakan acuan reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi : 

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan 

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya 

Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan 
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Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatkan Akses 

Peradilan bagi Masyrakat Misikin dan Terpinggirkan, Meningkatkan 

kepatuhan terhadap putusan peradilan; 

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai 

sasaran strategis dalam hal Peningkatan Efektivitas Penglolaan 

Penyelesaian Perkara. 

 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2020 – 2024 dibuatkan 

dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi 

peradilan untuk mencapai sistem perdilan yang semakin efektif, efisien, 

profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya. 

 

1.2  POTENSI DAN PERMASALAHAN 
 

A. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Negeri Sampit mencakup hal-hal yang memeang 

sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan samapai dengan 

hal-hal yang dikembangkan kemudian mencakup : 

1. Aspek Proses Peradilan  

1.    Alur proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah 

disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuan melalui 

media elektronik/internt melalui website : www.pn-sampit.go.id; 

2. Sudah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan 

Negeri Sampit yakni pelayanan yang proses pengelolaannya 

dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah 

dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Sehingga dapat 

mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan 

dan memberikan kepastian hukum dan dapat mewujudkan hak-

hak masyarakat untuk mendapatakan pelayanan di Pengadilan 

Negeri Sampit;  

3. Proses Peradilan telah dituangkan kedalam SOP (Standar 

Operasional Prosedur) yang dilakukan perbaikan setiap tahunnya 
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dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai 

Pengadilan Negeri Sampit; 

4. Sudah diterapkannya E-Court (Pendaftaran Online) pada 

Pengadilan Negeri Sampit adalah layanan bagi Pengguna 

Terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan 

taksiran panjar biaya perkara online, pembayaran secara online 

dan pemanggilan secara online; 

5. Pengadilan Negeri Sampit berhasil meraih anugerah Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi yang diserhakan di Jakarta 

tanggal 10 Desember 2019 tentunya menjadi cambuk agar 

Pengadilan Negeri Sampit dapat memepertahankan dengan terus 

meningkatkan layanan publik dan kinerja di mas yang akan 

datang. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

1.   Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sampit secara 

berkala diberikan pengadrahan dan bimbingan disetiap bulannya 

oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Sampit; 

2. Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sampit, sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala 

dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembina, 

pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh 

Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

1.   Hakim Pengawas aktif membuat laporan pengawasan tiap 

bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas 

temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas; 

2. Secara rutin dilakukan tapat rutin bulanan yang membahas 

semua capaian kinerja dan kendala atasu permasalahan yang 

dihadapi, serta solusi pemecahannya; 
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3. Mesin Absensi Elktronik yang dapat membantu pemantauan 

kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau 

setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin 

jam kerja dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis. 

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

1.    Telah dibuat SOP Teknis dan Non Teknis yang dilakukan reviu 

setiap tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan 

tugas seluruh  Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sampit; 

2. Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan 

buku-buku registrasi perkara, pembukuan keuangan biaya 

perkara serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang 

ditandatangani setiap bulan; 

3. Pelaksanaan Aplikasi SIPP dan Direktori Putusan Telah berjalan 

baik dan dipantua pelaksanaannya setiap hari; 

4. Telah dibuatkan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 

sebagai arag/panduan dalam pelaksanaan tuagas dan fungsinya 

sebagai pelaksana kekuasan kehakiman tingkat pertama. 

 

B. Kelemahan (Weakness) 

 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sampit pada saat 

ini meliputi beberapa aspek : 

 

1. Aspek Proses Peradilan 

      Sering terkendala untuk perkara-perkara yang memerlukan 

panggilan delegasi, sehingga penyelesaian perkara perdata bisa 

melebihi dari 5 (lima) bulan; 

      Para pihak datang terlambat yang berimplikasi terhadap 

pelaksanaan sidang. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 
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 Kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan banyak 

pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan 

yang dilakukan oleh pegawai honorer; 

 Sumber daya manusia seharusnya diikutkan bimbingan teknis 

agar mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten 

dan berkualitas; 

 

C. Peluang (Opportunities) 

 

Berikut adalah peluang-eluang untuk melakukan perbaikan sebagai 

berikut : 

1. Aspek Proses Peradilan 

     Adanya website Pengadian Negeri Sampit yang memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berpekara, 

layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang dan 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); 

     Teknologi Informasi mempermudah masyarakat untuk 

mendapatkan infromasi pengadilan dan menakses produk 

pengadilan. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

      Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam 

peningkatan kinerja; 

      Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang 

dilaksanakan Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Tinggi 

Palangkaraya maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkat 

kualitas sumber daya manusia. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

      Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara 

berkala di Pengadilan Negeri Sampit. 
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4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  

      Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah 

hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya; 

      Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan 

percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. 

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

      Sudah tersediannya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan 

Negeri Sampit berupa website Pengadilan Negeri Sampit, 

Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara),  Aplikasi 

MIS (Monitoring Impelmentasi SIPP), Aplikasi Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP), Apliaksi e-Court, Apliaksi Era Terang, 

Aplikasi Perpustakaan, Aplikasi e-Survey. 

D. Tantangan yang dihadapai (Threats) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sampit yang 

akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat 

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 

1. Aspek Sumber Daya  Aparatur Peradilan  

Personil di Pengadilan Negeri Sampit yang belum seluruhnya 

menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Sampit. 

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum terlaksana dengan rutin penerapan sistem reward & 

punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. 

3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajeman Peradilan 

Kurangnnya jumlah pegawai sehingga adanya pekerjaan 

merangkap, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi 

dan manajemen peradilan. 

4. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan 

prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1  Visi dan Misi 
 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Negeri Sampit. 

Adapun  Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sampit sealras dengan visi dan misi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

 

VISI 

 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAMPIT YANG AGUNG” 

 

Penjelasan : 

 Pengadilan Negeri Sampit menujukan lembaga peradilan di lingkungan 

Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan 

di kota Sampit; 

 Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, 

kemulian dan keluhuran. 

 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan 

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud 

dengan baik. 

 

Misi 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sampit; 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sampit; 

4.  Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sampit. 
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2.2  Tujuan dan Sasaran Strategis 
 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024 dan 

tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri 

Sampit. 

 

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sampit adalah 

sebagai berikut : 

1.      Pencari keadilan merasakan kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah : 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.  

Tujuan ini dicapai melalui sasaran : 

a. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel; 

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 

 

2. Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau  Badan Peradilan 

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah : 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ; 

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum (Posbakum). 

Tujuan ini dicapai melalui sasaran : 

a. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan; 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 

2020 sampai dengan 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan 

Negeri Sampit yang telah direviu adalah sebagai berikut : 
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1.      Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (perdata dan pidana); 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perdata dan 

pidana); 

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, 

Kasasi dan Peninjauan Kembali) 

d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi; 

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan. 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : 

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu; 

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi; 

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat waktu; 

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah 

diputus. 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; 

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum (Posbakum); 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). 

 

 



RENSTRA TAHUN 2020 – 2024 
   PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB 

hal. 10 

Indikator Kinerja dan Target Kinerja 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang 

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas fungsi sera 

mandat (Core Bussines) yang diemban. 

 

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) diatur dalam PermenPan Nomor 09 Tahun 2007 tentan Indikator Kinerja 

Utama. Kinerja Utama suatu instansi pemerintah itu dibentuk, yang menjadikan 

core area/bussines dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama 

instansi pemerintah. 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Perfomance Indicator (KPI) dapat 

diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh 

mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. 

 

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Sampit telah mencapai 

tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis 

ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 

5 (lima) tahun tahun 2020 - 2024. Indikator kinerja utama dan target kinerja 

diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran 

strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri 

Sampit adalah sebagai berikut : 

 

HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN 

 

NO 
Tujuan Sasaran 

Uraian 
Indikator  

kinerja 
Uraian 

Indikator 
 kiinerja 

1 Pencari keadilan 
merasa kebutuhan 
dan kepuasannya 
terpenuhi 
 
 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 
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NO 
Tujuan Sasaran 

Uraian 
Indikator  

kinerja 
Uraian 

Indikator 
 kiinerja 

    b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 
1. Pidana 
2. Perdata  

 
 

    c. Persentase Perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum : 

1. Banding 
2. Kasasi 
3. Peninjauan 

Kembali 
 

    d. Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
diselesaikan secara 
Diversi 

 
    e. Index Responden 

pencari keadilan yang 
puas terhadap 
layanan peradilan 

 

   Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh para 
pihak tepat waktu  

 

    b. Persentase Perkara 
yang diselesaikan 
melalui Mediasi  

 

    c. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
Banding, Kasasi dan 
PK secara lengkap 
dan tepat waktu 
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NO 
Tujuan Sasaran 

Uraian 
Indikator  

kinerja 
Uraian 

Indikator 
 kiinerja 

    d. Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah  
diputus 

 
 

2 Terwujudnya akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin 
dan terpinggirkan 

a. Persentase 
perkara prodeo 
yang 
diselesaikan  

 

Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

a. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

 
 

  b. Persentase 
pencari 
keadilan 
golongan 
tertentu yang 
mendapat 
layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

 b. Persentase perkara 
yang diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

 
 

    c. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

   Meningkatakan 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

d. Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

 

Target Kinerja Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2020 – 2024 

 

Sasaran Target 

Uraian 
Indikator  
kiinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 

Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Sasaran Target 

Uraian 
Indikator  
kiinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 

 b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 
1. Pidana 
2. Perdata  

 

 
 
85% 
85% 

 
 
85% 
85% 

 
 
85% 
85% 

 
 
85% 
85% 

 
 
85% 
85% 

 c. Persentase Perkara yang 
Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum : 

1. Banding 
2. Kasasi 
3. Peninjauan Kembali 

 

 
 
 
90% 
90% 
80% 

 
 
 
90% 
90% 
90% 

 
 
 
90% 
90% 
90% 

 
 
 
90% 
90% 
90% 

 
 
 
90% 
90% 
90% 

 d. Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
diselesaikan secara 
Diversi 

 

1% 1% 1% 1% 1% 

 e. Index Responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan 

 

85% 85% 87% 87% 87% 

Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase isi putusan 
yang diterima oleh para 
pihak tepat waktu  

 

95% 95% 100% 100% 100% 

 b. Persentase Perkara 
yang diselesaikan 
melalui Mediasi  

 

1% 1% 15% 15% 15% 

 c. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
Banding, Kasasi dan PK 
secara lengkap dan 
tepat waktu 

 
 

90% 90% 90% 95% 95% 
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Sasaran Target 

Uraian 
Indikator  
kiinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 

 d. Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah  
diputus 

 
 

90% 90% 90% 90% 90% 

Meningkatnya akses 
peradilan bagi masyarakat 
miskin dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

 b. Persentase perkara 
yang diselesaikan di 
luar gedung pengadilan 

 
 

95% 95% 100% 100% 100% 

 c. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkatakan 
Kepatuhan Terhadap 
Putusan Pengadilan 

a. Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

10% 10% 10% 10% 10% 
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BAB III 

Arah Kebijakan Dan Strategi 

 

3.1  Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional 
Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-

cita dan tujuan Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan 

Makmur. Salah satu cara mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan 

dengan merencanakan Pembangunan Nasional secara utuh, Berkelanjutan dan 

Berkesinambungan. 

 

Adapun rencana Pembangunan Nasional Indonesia telah digariskan dalam 

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. 

Yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan 

penataan Indonesia di segala Bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki Tahap 

RRPJMN IV yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara 

menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan daya saing Konpetitif 

perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Manusia berkualitas serta 

Kemampuan ilmu dan Teknologi  terus meningkat. 

 

Sasaran Pembangunan Nasional diatas menekankan bahwa pembangunan 

di berbagai bidang di tekankan untuk meningkatkan daya saing Kompetitif 

perekonomian. Demikian pula halnya Pembangunan di bidang Hukum 

membutuhkan perencanaan Strategis agar dapat memberikan Kontribussi 

terhadap peningkatan daya saing Indonesia. 

 

Berdasarkan tahapan sasaran pembanguan jangka panjang Nasional dan 

menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN IV, maka beberapa 

poin penting penbangunan hukum 2020 – 2024 adalah : 

a) Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; 

b) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing 

ekonomi bangsa; 
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c) Meningkatkan kesadaran hukum disegala bidang. 

Dari tiga poin penting diatas, ditetapkan 3 (tiga) sasaran pembangunan 

hukum dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni : 

1. Penegakan hukum yang berkualitas;  

2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 

3. Penghormatan, Perlindungan  dan Oemenuhan HAM. 

 

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi  dalam mewujudkan 

sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. 

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dari 3 (tiga) 

sasaran tersebut ada 9 (sembilan) arah kebijakan yang menjadi sasaran strategis 

Mahkamah Agung yakni sebagai berikut : 

1. Penegakan Hukum Berkualitas 

Kondisi yang menunjukan bahwa mayoritas masyarakat kehilangan 

kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini di 

sebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam 

sistem penegakan hukum, yakni Polisi Jaksa dan Hakim. Sistem hukum 

dan peradilan di nilai publik masih belum bersih dari praktik suap 

sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparsial 

dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasi bahwa 

masih ada harapan kesenjangan antara harapan publik dengan realitas 

penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan 

lembaga survei Nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, menunjukan 

betapa kuatnya ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja Penegak 

Hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan 

hukum Nasional di arahkan untuk mewujudkan penegakan hukum 

berkualitas melalui arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

Akar masalah yang menyebabkan hukum pidana secara umum, 

maupun hukum pidana korupsi secara khusus, tidak berjalan 
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maksimal adalah tidak adanya keterpaduan antara aparat Penegak 

Hukum. Ketidakpaduaan itu sendiri tidak kompleks meliputi aspek : 

a) Subtansi yakni, banyaknya peraturan tentang sistem peradilan 

pidana dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan 

inkonsistensi pengaturan; 

b) Kelembagaan yakni, tidak adanya sinkronisasi antar Instansi, 

tumpang tindih, konflik Kewenangan, dan munculnya sifat 

Instansi Sentris; 

c) Mekanisme, yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan 

terpencarnya data kriminal dan bolak-balik berkas perkara yang 

sangat merugikan tersangka. Mekanisme, yang tidak terpusat 

sehingga mengakibatkan terpencarnya data kriminal dan bolak-

balik berkas perkara yang sangat merugikan tersangka. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan 

kebijakan dalam rangka mengatasi ketidakterpaduan dalam proses 

peradilan pidana melalui strategi penyempurnaan substansi 

peraturan, perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan 

perkara, dukungan sarana prasarana, optimalisasi biaya operasional 

penegkan hukum, serta optimalisasi pengawasan internal dan 

eksternal. 

 

b. Sistem Peradilan Pidana Anak Berlandaskan Keadilan Restoratif  

Sistem peradilan pidana anak merupakan wujud perpaduan sistem 

penegakan hukum dan penegakan HAM, Khususnya hak anak yang 

dilandasi oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem 

Peradilan Pidana Anak. Konsep ini merupakan kebijakan penegakan 

hukum berlandaskan restorative justice secara formal di Indonesia 

untuk pertama kali. Sehingga, Kebijakan ini harus dilaksanakan 

dengan optimal disamping untuk melindungi hak anak, juga sebagai 

contoh keberhasilan penggunaan restorative justice dalam sitem 

hukum formal Indonesia sehingga dapat direplikasikan untuk tindak 
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pidana lainnya. Sehingga, Indonesia perlu melaksanakan strategi-

strategi dalam persiapan pelaksanaan sistem Peradilan Pidana Anak 

melalui strategi peningkatan koordinasi antara kementrian/lembaga; 

peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; 

penyusun peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; 

serta pengembangan restorative justice. 

 

c. Reformasi Sitem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat  

Visi pembangunan nasional 2020 - 2024 yang ditekankan untuk 

meningkatkan daya saing perekonomianm nasional. Dalam rangka 

mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional 

perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang 

berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri, seta 

menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan 

perlindungan hukum. Sehingga pembangunan hukum, khususnya 

hukum perdata dibidang ekonomi diharapkan dapat menampung 

dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya 

prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu 

melaksanakan revisi peraturan perundang-undangan di bidang 

hukum perdata khususnya terkait utilasi lembaga mediasi. 

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegakan Hukum 

Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegakan 

hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan 

kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem dinilai publik belum 

bersih dari pratik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang 

tidak cukup imparsial dalam memutus perkara. Hasil Pengumpulan 

opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan 

internasional dalam lima tahun terakhir, menunjukankan betapa 

kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. 
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Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, 

Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra buruk dimata publik. 

Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui 

peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan 

mutasi, rekrutmen, dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak 

hukum. 

2.  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya 

saing Indonesia, khususnya dalam penyenggaraan bisnis. Padahal, 

berbagai upaya pencegahan dan pembarastasan korupsi di Indonesia 

telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi pebaikan 

signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan 

sebagian besar masyarakat menilai bahwa, korupsi merupakan 

permasalahan uatama yang harus di atasi oleh aparat penegak hukum 

di Indonesia. 

Berdasarkan pemaslahan tersebut, maka pembangunan hukum 

nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan 

pemberastasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah 

kebijakan sebagai berikut: 

Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Indonesia telah 

mengimplementasikan berbagi ketentuan United Nation Covention 

Against Corruption (UNCAC) terkait dengan kerja sama penyelamatan 

asset melalui mutual legal assistance maupun perlindungan pelaku 

tindak pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum 

(justice collaborator). 

Di samping itu, melalui starnas Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi 

pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementerian/Lemabaga 

maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun, masih 

terdapat berbagai permasalahan yang mengahambat optimalnya 
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pelaksanaan mutual legal assistance, perlindungan justice collaborator, 

maupun pelaksanaan Starnas PPK. 

Pemasalahan ini akan diatasi melalui srategi optimalisasi kerjasama 

lauar negeri dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi; 

optimalisasi perlindun xgan justice collaborator; serta penguatan 

koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK. 

3.  Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM 

Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan 

sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indiktaor survei. 

Tujuan esensial dari sitem hukum, baik dalam kerangka rule of law 

maupun rechtstaat, adalah penegakan dan perlindungan HAM. Bahkan, 

terdapat relevansi antar konsep HAM dengan daya saing dalam 

konteks keberlanjutan sosial. 

Dengan demikian, terdapat korelasi yang signifikan antara sistem 

hukum. Tindak pidana, dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki 

capaian yang baik dalam upaya penghormtaaan, perlindungan dan 

pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai 

dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan 

yang masih terkandala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis 

lainnya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum 

nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, 

dan pemenuhan HAM melalui arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Penegakan HAM 

Jumlah pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia masih cukup 

tinngi dan belum menunjukan adanya penurunan signifikan dari 

tahun ke tahun. Pengaduan pelanggran Hak Asasi Manusia yang 

banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh 

keadilan dan hak atas kesejahteraan. 

Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan Hak Asasi 

Manusia melalui mediasi, namun masih sedikit pengaduan Hak Asasi 
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Manusia yang diselesaikan diatasi melalui startegi pelaksanaan, 

pemantuan, evaluasi, dan pelaporan Hak Asasi Manusia dan 

optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia. 

 

 

 

b. Optimalisasi Bantuan Hukum 

Komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-

cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud 

jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin banyak 

menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak 

berjalan optimal. 

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui 

strategi Sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, 

penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan 

pemberi bantuan hukum, dan pelibatan pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan bantuan hukum. 

 

c. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 

Komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap 

perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi 

Internasional yang di ratifikasi. Namun, kondisi faktual justru 

menunjukan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. 

Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan 

fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan 

terhadap perempuan. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi 

melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak 

hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, 
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serta penguatan mekanisme tindak lanjut penangan kasus 

kekerasan terhadap perempuan. 

 

d. Pendidikan HAM 

Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara 

masih belum memiliki pemahaman Hak Asasi Manusia yang 

memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus 

pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh negara (State Actor). 

Guna meningkatkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia, 

maka diperlukan pendidikan Hak Asasi Manusia bagi aparat hukum 

dan penyelenggara negara. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi 

melalui sterategi pendidikan Hak Asasi Manusia aparat penegak 

hukum serta Sinkronisasi dan Sinergi fungsi penelitian, pengkajian, 

dan kerja sama Hak Asasi Manusia pemerintah, perguruan Tinggi, 

masyarakat sipil dan swasta. 

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam 

kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020 - 2024 

diharapkan dapat membantu perwujudnya sasaran utama yakni, 

meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum, 

konstribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing 

ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun, konstribusi 

hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas, 

pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, serta 

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia 

diharapkan dapat memberikan konstribusi kualitatif terhadap 

peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana 

konstribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat 

menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat 

proses ekonomi pembangunan. 
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3.2  Arah Dan Kebijakan Strategis Pengadilan Negeri Sampit 
 

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung dan Rencana 

Strategis (Restra) Pengadilan Negeri Sampit sebagai Pengadilan Negeri Kelas IB 

dalam lingkup peradilan umum dibawah Mahkamah Agung menyusun langkah 

arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. 

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sampit dalam periode 

2020 - 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan; 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

5. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah 

Agung yang berkualitas; 

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal; 

7. Meningkatnya tranparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, 

Keuangan dan Aset. 

 

Berdasarkan sasaran strategis diatas maka arah kebijakan dan strategi yang 

ditetapkan di Pengadilan Negeri Sampit adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja 

sebagai berikut : 

a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

 Nilai persentase ini didapat dengan perbandingan jumlah sisa 

perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa 

perkara yang harus diselesaikan. 

b) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu 

 Nilai persentase ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang 

diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. 
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c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

 Nilai ini didapat dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya 

hukum dengan perkara yang diputus apda tahun yang 

bersangkutan. Hal ini dapat menunjukan tingkat kepuasan 

masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan 

Negeri Sampit. 

d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi 

Nilai persentase ini didapat dari Perbandingan jumlah perkara 

pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara 

pidana anak. 

e) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan  

Nilai indikator ini didapat dari Index responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan peradilan. 

 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : 

a) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 

 Nilai persentase ini didapat dari Perbandingan jumlah isi putusan 

yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. 

b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

 Nilai indikator ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi dengan perkara perdata yang dilakukan 

mediasi. 

c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu.  

Nilai persentase ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang 

diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah 

berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. 
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d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah 

putus. 

Nilai persentase ini didapat dari perbandingan Jumlah perkara yang 

dimaksud adalah perkara Tipikor, Pengadilan Negeri Sampit tidak 

memiliki wewenang untuk mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi. 

 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan  

a) Persentase perkara pembebasan biaya (prodeo) yang diselesaikan 

 Nilai persentase ini didapat dari perbandingan perkara yang 

diselesaikan melalui pembebasan biaya (prodeo) dengan jumlah 

perkara prodeo. 

b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 

 Nilai indikator ini ditetapkan dari Perbandingan jumlah perkara yang 

diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang 

seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan. 

c) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

Layanan Batuan Hukum (Posbakum) 

 Nilai ini didapat dari Perbandingan jumlah Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 

dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu. 

 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

Nilai Persentase ini didapat dari Perbandingan jumlah putusan 

perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang 

sudah BHT. 

 

5. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah 

Agung yang berkualitas. 
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a) Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti 

 Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak 

lanjuti dnegan jumlah pengaduan yang masuk pada tahun yang 

bersangkutan. 

b) Persentase temuan yang ditindak lanjuti 

 Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah temuan yang ditindak 

lanjuti dengan jumlah temuan yang ditindak lanjuti dengan jumlah 

temuan tahun yang bersangkutan. 

c) Persentase pemanfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh 

badan pengawasan maupun badan pemeriksa keuangan (BPK) 

 Indikator ini dinilai berdasarkan kemutakhiran data yang diinput 

dalam aplikasi yang bersangkutan sehingga dapat menjadi 

databased yang menunjang saat dilakukannya pemeriksaan dan 

pengawasan. 

d) Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan 

 Nilai ini didapat dari perbandingan data pelanggaran kode etik 

aparat peradilan tahun yang bersangkutan dengan tahun 

sebelumnya. 

 

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal. 

a) Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi 

seusai dengan parameter obyektif 

 Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah jabatan yang sudah diisi 

sesuai standar kompetensi dengan jumlah jabatan yang ada. 

b) Persentase hakim yang telah memiliki setifikasi spesialisasi keahlian 

 Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah hakim yang emmiliki 

setifikasi spesialisasi dengan jumlah keseluruhan hakim yang ada. 

c) Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan 

kompetensi 
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 Indikator ini dinilai melalui perbandingan jumlah pegawai yang 

mendapat diklat/bimbingan teknis dengan jumlah pegawai yang 

ada. 

d) Perdoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan 

parameter obyektif 

 Indikator ini dinilai berdasarkan perbandingan jumlah SDM yang 

promosi dan atau mutasi dengan parameter obyektif dengan jumlah 

SDM yang promosi dan atau mutasi pada tahun yang bersangkutan. 

 

7. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset 

a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana 

yang mendukung peningkatan pelayanan prima 

 Nilai ini didapat dari perbandingan sarana/prasarana yang ada 

dengan standar sarana/prasarana yang seharusnya ada. 

b) Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan 

penilaian prestasi kerja) 

 Menilai indikator ini dengan melakukan perbandingan nilai SKP 

pegawai tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. 

c) Persentase hasil monev dan hasil reviu yang dijadikan feedback 

untuk analisa kebijakan 

 Indikator ini dinilai dengan menggunakan perbandingan hasil 

monev/reviu yang dijadikan feedback analisa kebijakan dengan 

jumlah hasil monev/reviu. 

d) Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung 

pelayanan prima peradilan 

Cara menilai indikator ini dengan melakukan perbandingan kegiatan 

prioritas yang mencapat target dengan kegiatan priotas yang 

direncanakan untuk mendukung pelayanan prima. 
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3.3  Kerangka Regulasi 
 

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka 

regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan 

nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “RPJM Nasional merupakan penjabaran 

dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada 

RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, 

program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan 

dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup 

gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal 

dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 

“Seiring dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

system Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan Undang-

undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional 

hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi 

peraturan perundangundangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai 

salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020 - 2024 

oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna 

terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin 

mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. 

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah 

RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam 

berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme 

aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan 

nasional. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang 

dalam RPJM tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap 

kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan 

kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran 

kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi 

dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan 
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penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perlunya 

dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis   tahun 2020 - 2024 adalah 

: 

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai 

kebutuhan pembangunan; 

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian 

prioritas pembangunan; 

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan 

pembentukan regulasi. 

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam 

merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020 - 

2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi 

yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan 

kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi 

Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Sampit yang merupakan satuan kerja di 

bawah Mahkamah Agung sudah seharusnya mengikuti kerangka regulasi yang 

dibuat oleh mahkamah agung dan mentaati setiap regulasi yang dibuat untuk 

turut membantu merealisasikan program Mahkamah Agung dan Pemerintah. 

 

KERANGKA REGULASI 

 

Isu Strategis Arah Kebujakan 
2020 – 2024 

Arah Kerangka Regulasi Penanggungjawab 

1. Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

 Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

 Persentase 
penyelesaian 
perkara tepat 
waktu 

 Persentase 
penurunan sisa 
perkara 

 Persentase 
perkara yang 
tidak 

 Pelaksanaan standar 
operasional 
prosedur (SOP) 
terkait penanganan 
perkara pidana dan 
perdata. 

 Pelaksanaan court 
kalender dengan 
tertib. 

 Penyediaan 
anggaran 
penyelesaian 
perkara. 

 Meningkatkan 
pelatihan Hakim 
Anak. 

Panitera 
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Isu Strategis Arah Kebujakan 
2020 – 2024 

Arah Kerangka Regulasi Penanggungjawab 

mengajukan 
upaya hukum 

 Persentase 
perkara pidana 
anak yang 
diselesaikan 
dengan Diversi 

 Index 
responden 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap 
layanan 
peradilan  

 

2. Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara; 

 Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh 
para pihak tepat 
waktu 

 Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

 Persentase 
berkas perkara 
yang diajukan 
Banding, Kasasi 
dan Peninjauan 
Kembali (PK) 
secara lengkap 
dan tepat 
waktu. 

 Persentase 
putusan perkara 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 
diakses secara 
online dalam 
waktu 1 (satu) 
hari setelah 
putus. 
 

 Penjadwalan 
penyampaian 
putusan dengan 
tepat. 

 Peningkatan 
kapasitas Medaitor  

 Meningkatkan 
ketepatan waktu 
penyelesaian 
adminsitrasi perkara 

 

Panitera 

3. Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 
terpinggirkan; 

 Persentase 
perkara 
pembebasan 
biaya (prodeo) 
yang 
diselesaikan 

 Persentase 

 Penyediaan 
Anggaran 
Posbakum, Sidang 
Keliling dan 
Penyelesaian 
perkara Prodeo 

 Menjalin kerja 

Panitera 
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Isu Strategis Arah Kebujakan 
2020 – 2024 

Arah Kerangka Regulasi Penanggungjawab 

perkara yang 
diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

 Persentase 
pencari keadilan 
golongan 
tertentu yang 
mendapat 
Layanan Batuan 
Hukum 
(Posbakum) 

dengan pelayanan 
hukum dengan 
pemda Kotawaringi 
Timur dan pemda 
Seruyan 

4. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan; 

 Persentase 
putusan perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

 Melakukan 
koordinasi yang 
intensif dengan 
pihak-pihak terkait 
dalam perencanaan 
dan pelaksanaan 
eksekusi 

Panitera 

5. Meningkatnya hasil 
penelitian dan 
Sumber Daya 
Manusia Mahkamah 
Agung yang 
berkualitas; 

 Persentase 
pengaduan 
yang ditindak 
lanjuti 

 Persentase 
temuan yang 
ditindak lanjuti 

 Persentase 
pemanfaatan 
databased 
untuk 
pemeriksaan 
baik oleh badan 
pengawasan 
maupun badan 
pemeriksa 
keuangan (BPK) 

 Persentase 
penurunan 
pelanggaran 
kode etik oleh 
aparat peradilan 

 Penunjukan petugas 
pelayanan 
pengaduan 

 Penyediaan sarana 
dan prasarana 
pelayanan 
pengaduan 

 Penggunaan aplikasi 
komputer secara 
aktif dalam 
pelaksanaan tugas 
kedinasan 

Sekretaris 

6. Meningkatnya 
pelaksanaan 
pengawasan kinerja 
aparat peradilan 
secara optimal; 

 Persentase 
jabatan yang 
sudah 
memenuhi 
standar 
kompetensi 
seusai dengan 
parameter 
obyektif 

 Persentase 
hakim yang 
telah memiliki 
setifikasi 

 Mendaftarkan dan 
menugaskan Hakim 
dan 
Pegawai untuk 
mengikuti pelatihan 

 Malakukan 
pendampingan 
(transfer 
pengetahuan) dalam 
penyelesaian 
pekerjaan 
oleh atasan 
langsung 

Sekretaris 
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Isu Strategis Arah Kebujakan 
2020 – 2024 

Arah Kerangka Regulasi Penanggungjawab 

spesialisasi 
keahlian 

 Persentase 
pegawai yang 
telah 
mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi 

 Perdoman 
persentase SDM 
yang promosi 
dan mutasi 
berdasarkan 
parameter 
obyektif 

kepada bawahan 
 

7. Meningkatnya 
tranparansi 
pengelolaan 
Sumber Daya 
Manusia, Keuangan 
dan Aset. 

 Persentase 
terpenuhinya 
kebutuhan 
standar sarana 
dan prasarana 
yang 
mendukung 
peningkatan 
pelayanan 
prima 

 Persentase 
peningkatan 
produktifitas 
kinerja SDM 
(SKP dan 
penilaian 
prestasi kerja) 

 Persentase hasil 
monev dan hasil 
reviu yang 
dijadikan 
feedback untuk 
analisa 
kebijakan 

 Persentase 
tercapainya 
target kegiatan 
prioritas yang 
mendukung 
pelayanan 
prima peradilan 

 Membuat 
perencanaan 
kebutuhan sarana 
dan 
prasarana standar 
Pengadilan Kelas IB 

 Membuat Usulan 
Pengadaan melalui 
Pengadilan Tinggi 
Palangka Raya 

 Melakukan Rapat 
Tinjauan Manajemen 
untuk membahas 
capaian kinerja dan 
arah 
kebijakan dalam 
mencapai target dan 
sasaran 

 

Sekretaris 

 

3.4  Kerangka Kelembagaan 
 

Pengadilan Negeri Sampit mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima, 

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat 
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pertama”.untuk dapat terlaksanakan tugas poko dan fungsi Pengadilan Negeri 

Sampit tersebut, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai 

dengan susunan bagan organisai yang telah ditentukan. Berikut pembagian 

tugas poko dan fungsi sesua dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri 

Sampit, yaitu :  

 

Dari keterangan tupoksi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial 

dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi 

dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana 

tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran 

dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam 

RPJMN IV tahun 2020 - 2024 khususnya yang terkait dengan pembangunan 

hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan 

penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan 

Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020 - 2024 adalah Kesadaran 

dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin 
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mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin 

mampu mendukung pembangunan nasional.  

Dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi kepaniteraan pada organisasi tata 

kerja kepaniteraan pada dasarnya melakukan proses percepatan penyelesaian 

administrasi perkara, menerima berkas, memeriksa berkas, dan membantu hakim 

dalam proses persidangan, sehingga seluruh kegiatan tersebut akan berjalan 

secara efektif dan efisien dengan menfungsikan seluruh tugas-tugas di 

kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara 

sampai dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan 

kerja dalam penataan administrasi perkara. Kedudukan Panitera pada pengadilan 

merupakan unsur pimpinan. Hal ini mengandung konsekwensi bahwa segala 

tindakan atau aktivitas Panitera harus dipertanggung jawabkan langsung kepada 

ketua Pengadilan.  

Begitu juga dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dapat difahami bahwa 

fungsi dan Tata Laksana yang ada pada organisasi tata kerja kesekretariatan 

Pengadilan Negeri Sampit pada dasarnya melakukan salah satu proses 

percepatan penyelesaian administrasi umum, menyelenggarakan koordinasi dan 

pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial di lingkungan 

Pengadilan Negeri Sampit. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Ketua 

Pengadilan sebagai pimpinan pengadilan yang juga bertanggung jawab atas 

terselenggaranya administrasi umum pelaksanaan perencanaan, 

pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, dan perlengkapan. 

Kerangka kelembagaan yang dibangun dalam rangka pelaksanaan 

dukungan tugas teknis dan administrasi adalah membangun sistem kerja 

dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, 

melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan 

sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan 

perencaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara 

proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi 

standar akuntansi, serta melakukan pengawasan secara komprehensif. 
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Secara keseluruhan kerangka kelembagaan tersebut dapat dipahami 

bahwa pada dasarnya tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian adalah 

mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung di bidang 

pelayanan masyarakat pencari keadilan. Bagaimana agar dukungan tersebut 

dapat berjalan secara optimal sehingga terwujud pelayanan masyarakat pencari 

keadilan secara prima dan sewajarnya, baik untuk Perkara Perdata dan Pidana 

yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi 

kemudian mengirimkan kelengkapan berkas perkara tersebut ke Kepaniteraan 

serta melaksanakan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan, penyusunan 

laporan berkas perkara dan pembuatan konsep surat kepada pengadilan pengaju 

untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara kasasi yang kurang lengkap 

serta pengiriman berkas yang telah lengkap kebagian Kepaniteraan, apa tidak 

lebih efektif dan efisien apabila tugas pemberkasan tersebut dilakukan oleh 

pejabat dilingkungan Kepaniteraan karena terkait langsung dengan pelayanan 

kepada masyarakat pencari keadilan dan bukan merupakan tugas dukungan. Hal 

ini untuk memudahkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas core business 

Mahkamah Agung dan memudahkan tercapainya pelayanan masyarakat pencari 

keadilan secara prima dan sewajarnya. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Sampit memiliki program yang akan di laksanakan yaitu : 

NO 

Tujuan 
Target Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Target  Strategi 

Uraian 
Indikator 

kinerja 
% Uraian 

Indikator 
kiinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan 
Indikator 

Kinerja 
Kegiatan 

Target 2019 
 

Anggaran (Rp) 

1 Pencari 
keadilan 
merasa 
kebutuhan 
dan 
kepuasannya 
terpenuhi 
 
 

Persentase 
perkara 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100% Terwujudnya 
Proses 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan 
dan 
Akuntabel 

a. Persentase 
sisa perkara 
yang 
diselesaikan 
1. Pidana 
2. Perdata 

 
 
 
100% 
100% 
 
 
 

 
 
 
100% 
100% 
 

 
 
 
100% 
100% 
 

 
 
 
100% 
100% 
 

 
 
 
100% 
100% 
 

1. Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

1.  Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

 

1. Perkara 
Peradilan 
Umum yang 
diselesaikan 
ditingkat 
pertama dan 
banding 
secara tepat 
waktu 
 

350 perkara 163.230.000 

     b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

1. Pidana 
2. Perdata  

 
 

 
 
 
 
80% 
80% 

 
 
 
 
80% 
80% 

 
 
 
 
80% 
80% 

 
 
 
 
80% 
80% 

 
 
 
 
80% 
80% 

2. Program 
dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas 

 

2. Pembinaan 
Administrasi 
dan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Badan Urusan 
Administrasi 

2. Layanan 
Perkantoran  

1 Layanan 5.721.675.000 
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NO 

Tujuan 
Target Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Target  Strategi 

Uraian 
Indikator 

kinerja % Uraian 
Indikator 
kiinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Target 2019 
 Anggaran (Rp) 

     c. Persentase 
Perkara yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya 
Hukum : 

a. Banding 
b. Kasasi 
c. Peninjaua

n Kembali 

 
 
 
 
 
 
80% 
80% 
80% 

 
 
 
 
 
 
80% 
80% 
80% 

 
 
 
 
 
 
80% 
80% 
80% 

 
 
 
 
 
 
80% 
80% 
80% 

 
 
 
 
 
 
80% 
80% 
80% 

3. Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 
Mahkamah 
Agung 

3. Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana di 
Lingkungan 
Mahkamah 
Agung 

3. Layanan 
Sarana dan 
Prasarana 
Internal 

1 Layanan 78.000.000 
 

     d.   Persentase 
Perkara 
Pidana Anak 
yang 
diselesaikan 
secara 
Diversi 

5% 5% 5% 5% 5%      

     e. Index 
Responden 
pencari 
keadilan yang 
puas 
terhadap 
layanan 
peradilan 

 
 

80% 80% 80% 80% 80%      
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NO 

Tujuan 
Target Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Target  Strategi 

Uraian 
Indikator 

kinerja % Uraian 
Indikator 
kiinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Target 2019 
 Anggaran (Rp) 

    Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

a.     Persentase 
salinan  
putusan 
yang 
diterima oleh 
para pihak 
tepat waktu 

90% 90% 90% 90% 90%      

     b. Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan 
melalui 
Mediasi  

 

20% 20% 20% 20% 20%      

     c. Persentase 
berkas 
perkara yang 
diajukan 
Banding, 
Kasasi dan PK 
secara 
lengkap dan 
tepat waktu 

80% 80% 80% 80% 80%      

     d. Persentase 
putusan 
perkara yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 
diakses 
secara online 
dalam waktu 

90% 90% 90% 90% 90%      
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NO 

Tujuan 
Target Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Target  Strategi 

Uraian 
Indikator 

kinerja % Uraian 
Indikator 
kiinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Target 2019 
 Anggaran (Rp) 

1 hari setelah  
diputus 

     e. Persentase 
perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100%      

2 Terwujudnya 
akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
terpinggirkan 

a. Persenta
se 
perkara 
prodeo 
yang 
diselesai
kan  

 

 Meningkatn
ya akses 
peradilan 
bagi 
masyarakat 
miskin dan 
terpinggirka
n 

a. Persentase 
perkara 
yang 
diselesaikan 
di luar 
gedung 
pengadilan 

 

90% 90% 90% 90% 90%      

  b. Persenta
se 
pencari 
keadilan 
golonga
n 
tertentu 
yang 
mendap
at 
layanan 
bantuan 
hukum 
(Posbak
um) 

  b. Persentase 
pencari 
keadilan 
golongan 
tertentu 
yang 
mendapat 
layanan 
bantuan 
hukum 
(Posbakum) 
 

100% 100% 100% 100% 100%      
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NO 

Tujuan 
Target Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Target  Strategi 

Uraian 
Indikator 

kinerja % Uraian 
Indikator 
kiinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Target 2019 
 Anggaran (Rp) 

     c. Persentase 
putusan 
perkara 
perdata 
yang 
ditindaklanju
ti 
(dieksekusi) 

10% 10% 10% 10% 10%      
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2020 – 2024 adalah 

dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh 

terhadap perubahan daengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya 

seabgai lembaga peradilan. 

 

 Rencana strategis Pengadilan Negeri Sampit harus terus disempurnakan 

dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari 

kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu 

pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat 

keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, 

diharapkan unit kerja Pengadilan Negeri Sampit memiliki pedoman yang dapat 

dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 

(lima) tahun yaitu 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sampit 

dapat terwujud dengan baik. 


